
BABI 

PENJJA H UL U A N  

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan 

dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen 

adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang 

terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan 

keterkaitan dengan komponen-komponen Jainnya. 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur 

secara lebih rinci tentang keduduk.an, peranan dan tugas kepolisian negara Republik 

Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik 

serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terbadap penyidik pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang.undang. 

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang.undang untuk melakukan penyidikan. 

Pada dasamya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimak:sud 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjarnio tertib dan tegalcnya hukum serta 

terbinanya ketenteraman rnasyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya 
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fungsi pertahanan keama.ruw negara, dan lercapainya tujuan nasional dengan 

meajunjung tinggi hak azasi manusia. 

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerinlahan negara di bidang 

penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakal serta pembimbingan 

masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. 

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemerintaban negara, temyata fungsi 

tersebut memiliki tak.aran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam 

kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek 

preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama 

administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan 

kepolisian yang bersifat ad mi nistrasi dan bukan k.ompetensi pengadilan. 

Penelitian ini akan memfokuskan penyidikan tindak pidana pembunuhan 

berencana yang dilalrukan oleb Kepolisian. Penyidikan tindak pidana pembunuhan 

berencana amat penting dalam ha! pencgakan hukum pidana itu sendiri, karena dengan 

adanya penyidikan maka akan diketahui siapa pelaku pembunuhan berencana tersebut, 

apa motip dilakukannya tindak pidana tersebut dan bagaimana upaya pembuktian 

terhadap pelaku. 

A. Peogertiao dao Peoeguao Judul 

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah 

penelitian. Skripsi ini penutis buat dengan judul "Peranan Potisi Dalam Penyidikan 

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera 
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Utara)". 

AgM mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi 

nantinya, sebaiknya diberikan pengertian clan penegasao dari judul. Selain itu tidak 

terjadi kesalahpahamao dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas 

judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu : 

I. Per.man Polisi adalah kedudukao yang diberikan kepada polisi dalam menjalankan 

tugasnya 

2. Dalam Penyidikan adalah kegiatan menyisik. Penyidik sendiri adalah orang yang 

mengadakan kegiatan penyidikan. Dal.am hal ini penyidik seperti yang disebutkan 

pada Pasa! I butir {I) KUHAP menyebutkan "penyidik adalah Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undaog untuk melakukan penyidikan". 

3. Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh 

undang-undang yang apabila dila1rukan aiau diabaikan, maka orang yang 

melakuk.an atau mengabaikan diancam dengan hukuman. 1 

4. Pembunuhan Berencana mengandung arti suatu tindak pidana yang dengan sengaja 

mengh.ilangkan jiwa orang lain, tetapi terhadap pembunuhan tersebut terlebih 

dahulu dipikirkan dengan tenang oleh si pelaku dengan bagaimana caranya 

bcrtindak atau direncanakan terlcbib dahulu. 2 

1 R. Soesi1o, Pokd-P""1l Huban Pldana Peraturan Umum dan Delik-Ddilt Khusvs, Politeia, 
Bogar, 1991, him. II. 

? Ibid, bal. 25 l. 
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S. Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah batasan wilayah 

penelitian. 

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna 

dari judul skripsi penulis adalab tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang 

diberi.k.an kepada Polri dalain melalrukan rindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP 

sebagai landasan yuridis bagi proses beracara dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

B. Aluan Pemilihan Judul 

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan 

dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian 

oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat ltepersoalan filsafat 

yang rumit. 

Akan tetapi menjclmanya suatu lapangan hukum yang baru temyata tidak 

tergantung ltepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. 

Pcmbidangan hukum temyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan 

�emajuan dan perkembangan masyarakat yang demi.kian pesal serta persoalan­

persoalan yang diaturpun semalcin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum 

} ang culrup banyak. 

Dalain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur 

secara lebih rinci tentang lccdudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik 

bdonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik 
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sena melaksanakan koordinasi dan pengawasan terbadap penyiclik pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi weweoang khusus oleh undang�undang. 

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan 

pclayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya 

tertib dan tegak hukum serta terbmanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya 

keamanan dan ketertiban masyarakaL 

Sebagaimana fenomena yang ada sekarang tentang kepolisian Republik 

Indonesia banyak clijumpai keganjalan�eganjalan dalam ha1 penyidikan yang 

melampaui batas-batas wewenangnya antara lain : 

I. Dalam pemeriksaan sering kita temukan para oknum kepolisian dalam prakteknya 

banyak melakukan over acting yang mengarah kepada pema.ksaan, 

2. Perihal peranan Polri sejauh mana wewenangnya dapat diketahui oleh masyarakat 

ummn. 

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana, 

apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana k.husus. Kewenangan ini 

ditegaskao dalam Undang-Uodang No. 28 Tahun 1997, jo UU No. 2 Tahuo 2002 

tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukmn. Dalam KUHAP, Polri ditetapkan 

sebagai penyidtlc dan memiliki kewenangan melakukao peoyiclikan semua tiodak 

pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai buoyi dalam Pasal 284 

ayat (2) KUHAP, disebut.kan adanya peran pihak kejaksaao melakukan penyidikan 

sclama Polri belum siap. Tetapi setelah UU No. 28 Tahuo 1997 dicabut, Polri 

d..:.etapkan sebagai penyiclik semua tindak pidana, baik itu tindak pid.aoa khusus 
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